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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai birokrasi 

modern dan menganalisis strategi pengembangan yang dapat diimplementasikan. Melalui pendekatan 

kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tantangan utama dalam menuju birokrasi modern meliputi perubahan budaya organisasi, reformasi 

struktural, pengembangan kompetensi, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta perubahan 

regulasi dan kebijakan yang mendukung inovasi. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi yang 

disarankan meliputi komunikasi yang efektif dan pendidikan kepada pegawai untuk memperkenalkan 
konsep birokrasi modern, serta melibatkan seluruh pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan 

perubahan. Dengan menerapkan strategi ini secara holistik, diharapkan birokrasi modern dapat 

diwujudkan, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan responsif kepada masyarakat. 

Kata Kunci: Birokrasi modern, sumber daya manusia, sektor publik, kompetensi pegawai. 

 

Abstract 

This study aims to identify the challenges faced in achieving a modern bureaucracy and analyze 

development strategies that can be implemented. Through a qualitative approach, data is collected by 

analyzing related documents. The study results show that the main challenges towards modern 

bureaucracy include changes in organizational culture, structural reforms, competency development, 

high transparency and accountability, and regulatory and policy changes that support innovation. To 

overcome this challenge, the suggested strategy includes effective communication and education for 

employees to introduce modern bureaucratic concepts and involve all parties in the planning and 

implementation of changes. By implementing this strategy holistically, a modern bureaucracy can be 
realized, providing better, more efficient, and responsive public services to the community. 

Keywords: Modern bureaucracy, human resources, public sector, employee competence. 

 

1. Pendahuluan 

Birokrasi modern merujuk pada suatu sistem administrasi pemerintahan yang efisien, 

transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep birokrasi modern pertama 
digambarkan sebagai sistem yang terorganisasi dengan jelas, memiliki aturan hukum yang kuat, 

dan memisahkan kehidupan pribadi dari kehidupan pekerjaan (Courpasson & Reed, 2004). 

Dalam birokrasi modern, keputusan dan tindakan didasarkan pada prosedur dan aturan yang 
terdefinisi dengan baik, bukan pada keputusan yang bersifat subjektif atau otoritatif. Birokrasi 

modern juga ditandai dengan adanya hierarki yang jelas, di mana setiap individu memiliki peran 

dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Selain itu, birokrasi modern berusaha untuk 
mencapai efisiensi dan produktivitas melalui penggunaan teknologi, standar kerja yang jelas, 

dan pengukuran kinerja yang objektif. Penerapan birokrasi modern dalam sektor publik 
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bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan layanan publik yang lebih 

baik. Dengan adanya birokrasi modern, diharapkan tercipta pemerintahan yang akuntabel, 

responsif, dan dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Transformasi 

menuju birokrasi modern melibatkan perubahan dalam budaya organisasi, struktur organisasi 
yang lebih fleksibel, penggunaan teknologi informasi yang canggih, dan pengembangan 

kompetensi pegawai (Courpasson & Reed, 2004; Sager Christian Rosser & Sager, 2009). 

Munculnya paradigma baru birokrasi ini perlu dijadikan prioritas dalam melakukan 
reformasi birokrasi, terutama dalam hal perencanaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara 

(ASN). Birokrasi pemerintah saat ini sudah seharusnya menerapkan dan mengembangkan 

sistem learning organization (organisasi pembelajaran) dalam program pengembangan ASN 
(Nurhikmah, 2020). Pada hakekatnya organisasi pembelajaran adalah merupakan iklim yang 

dapat mendorong dan mempercepat individu, kelompok, atau organisasi untuk terus belajar dan 

selalu menerapkan proses berpikir kritis (critical thinking) dalam memahami apa yang 

seharusnya dilaksanakan dan mengapa melaksanakan. Organisasi pembelajaran dapat dilihat 
sebagai upaya pemberdayaan individu maupun kelompok untuk mampu menciptakan 

pengetahuan, produk, dan jasa melalui jaringan kerja yang inovatif baik didalam organisasi 

maupun diluar organisasi (Caldwell, 2012). Penerapan organisasi pembelajaran ini lebih 
dimaksudkan bagi ASN agar mampu mengembangkan kapasitasnya secara berkelanjutan 

dalam mewujudkan optimalisasi organisasi. Dalam upaya mendukung arah pengembangan 

ASN sebaiknya diikuti adanya perubahan pada jenis birokrasi yang harus berbenah dan berubah 
mengikuti perkembangan yang terjadi. Pengembangan ASN tentunya tidak dapat dilepaskan 

dari yang namanya birokrasi. Birokrasi mutlak diperlukan agar aturan main yang telah 

disepakati antara yang memerintah dan yang diperintah dapat berjalan guna mencapai tujuan 

negara, dimana birokrasi dikatakan menjadi merupakan ruh suatu organisasi (Ramsay & Parker, 
1992).  

Tuntutan masa depan mengharuskan adanya perubahan mindset terhadap birokrasi dimana 

melakukan shifting pandangan birokrasi terhadap kekuasaan yang hanya menjadikan kekuasaan 
atau alat menjadi sebuah cara dan metode untuk mempercepat seluruh fungsi-fungsi 

administrasi agar dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dengan konsep birokrasi 

modern (Courpasson & Reed, 2004; Sager Christian Rosser & Sager, 2009). Birokrasi modern 

dapat dikatakan sebagai birokrasi yang ideal dan rasional dengan ciri pertama, individu Pejabat 
secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-

tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Kedua, pengembangan kompetensi dan 

karir ASN disusun dalam tingkatan hirearki dari atas ke bawah dan ke samping sehinga terjadi 
keadilan dan kejelasan dalam jenjang karir ASN. Ketiga, tugas dan fungsi masing-masing 

jabatan dalam hirearki itu secara spesifik berbeda satu sama lain. Keempat, setiap pejabat 

mempunyai kontak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabat 
merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai 

kontrak. Kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, yang 

idealnya dilakukan dengan ujian yang kompetitif. 

Konsep birokrasi modern yang dijelaskan di atas menekankan pentingnya menjalankan 
mesin birokrasi secara profesional. Weber menekankan pada rasionalitas dan efisiensi birokrasi 

modern yang tercermin dalam struktur hierarkisnya. Persepsi ini menjadi perhatian khusus 

dalam pengembangan aparatur birokrasi ASN, terutama dalam upaya meningkatkan 
profesionalisme dan kualitas ASN di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan 

program pengembangan ASN yang terencana dengan baik dan benar. Dengan menerapkan pola 

dan strategi pengembangan ASN yang efektif, diharapkan ASN akan mampu menjalankan 
fungsi pemerintahan secara terprogram dan terencana, terutama bagi ASN Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta yang menjadi tolak ukur kualitas ASN di Indonesia. 
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2. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan studi literatur yang tersedia sebagai dasar untuk menjelaskan 

dan mendukung pernyataan, argumen, atau temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Penelitian 

ini dilakukan dengan tahap mengidentifikasi sumber literatur yang relevan melalui pencarian 
data dalam basis data akademik seperti jurnal dan publikasi resmi terkait pengembangan SDM 

dan birokrasi modern dalam sektor publik. Tidak ada batasan waktu publikasi yang digunakan. 

Selanjutnya dilakukan tinjauan mendalam terhadap literatur yang terpilih. Alat analisis yang 
digunakan yaitu Nvivo 12 Plus. Nvivo 12 Plus merupakan aplikasi yang dapat diandalkan untuk 

mengkoding data dan visualisasi data (Baharuddin et al., 2021, 2022). 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Aspek Penting Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sektor Publik 

Konsep dan terapan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor publik 

merupakan upaya penting untuk meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur negara. Berikut ini 
adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan SDM di sektor publik: 

 
Gambar 1.Aspek penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor publik 
 

 
 

Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus 

 
Langkah awal dalam pengembangan SDM adalah mengidentifikasi kebutuhan yang 

spesifik dalam organisasi publik (Abdeldayem & Aldulaimi, 2020). Hal ini melibatkan analisis 

tugas dan peran, serta kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi (Namazie 
& Frame, 2007). Dengan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan ini, program 

pengembangan SDM dapat dirancang secara efektif. Adapun perencanaan pengembangan 

SDM melibatkan penetapan tujuan jangka panjang, strategi, dan kegiatan yang akan dilakukan 

(Stofkova & Sukalova, 2020). Strategi ini harus mencakup metode pelatihan, pendidikan, 
penugasan, dan pengembangan karir yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemilihan 

metode yang tepat akan membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai 

sektor publik. Selain itu, program pelatihan dan pendidikan merupakan komponen kunci dalam 
pengembangan SDM di sektor publik. Pelatihan dapat berupa pelatihan formal di lembaga 

pendidikan atau pelatihan in-house yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pendidikan 

kontinu dan pengembangan profesional juga penting untuk memperbarui pengetahuan pegawai 

dan mempersiapkan mereka menghadapi perubahan dan tuntutan yang berkaitan dengan tugas 
dan tanggung jawab mereka (Smith et al., 2019). 

Upaya pengembangan SDM juga harus mencakup peta karir yang jelas dan kesempatan 

promosi yang adil (Claus, 2019; Santana & Cobo, 2020). Hal ini akan mendorong pegawai 
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sektor publik untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kinerja 

mereka. Program pengembangan karir dapat meliputi penugasan proyek, rotasi pekerjaan, 

mentorship, dan pendampingan yang membantu pegawai mencapai potensi penuh mereka. 

Selain itu, evaluasi berkala terhadap program pengembangan SDM sangat penting untuk 
mengevaluasi keefektifan dan keberhasilan program tersebut (Brown, 2002). Umpan balik dari 

pegawai dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan program yang ada, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di masa 
mendatang (Ayuso et al., 2011). Melalui penerapan konsep dan terapan pengembangan SDM 

yang baik, sektor publik dapat menghasilkan pegawai yang kompeten, berkomitmen, dan siap 

menghadapi tantangan yang ada. Dengan demikian, sektor publik dapat memberikan pelayanan 
yang berkualitas dan efisien kepada masyarakat. 

Pengembangan sumber daya manusia di sektor publik adalah suatu proses yang penting 

untuk meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur negara. Dalam pengembangan tersebut, 

beberapa aspek yang harus diperhatikan termasuk identifikasi kebutuhan, perencanaan 
strategis, pelatihan dan pendidikan, pengembangan karir, serta evaluasi dan umpan balik. 

Dengan menerapkan konsep ini, sektor publik dapat menghasilkan pegawai yang kompeten, 

berkomitmen, dan siap menghadapi tantangan, sehingga memberikan pelayanan yang 
berkualitas dan efisien kepada masyarakat. 

 

3.2. Menuju Birokrasi Modern: Sebuah Tantangan 
Menuju birokrasi modern merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan memerlukan 

upaya yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam 

mencapai birokrasi modern: 

Gambar 1.Tantangan dalam mencapai birokrasi modern 

 
Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus 

Birokrasi modern memerlukan perubahan budaya organisasi yang kuat. Ini melibatkan 

pergeseran dari budaya yang berorientasi pada aturan dan prosedur yang kaku menjadi budaya 

yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tantangan dalam 
mengubah budaya organisasi termasuk resistensi terhadap perubahan, perlawanan terhadap 

pendekatan baru, dan kepatuhan yang berlebihan pada praktik lama (Memon et al., 2020; 

Yesilkagit, 2004). Birokrasi modern juga memerlukan reformasi struktural yang efektif. Ini 
meliputi penyederhanaan struktur organisasi, pengurangan birokrasi yang tidak efisien, dan 

pengembangan struktur hierarki yang lebih responsif dan adaptif. Tantangan yang dihadapi 
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termasuk ketidaknyamanan dalam mengubah struktur yang sudah mapan, pembagian 

kekuasaan yang tidak merata, dan penyesuaian terhadap tugas dan tanggung jawab yang baru 

(Meier et al., 2019; Turner et al., 2022). 

Selain itu, birokrasi modern juga membutuhkan pegawai yang memiliki kompetensi yang 
relevan dan mutakhir. Tantangan dalam pengembangan kompetensi termasuk kurangnya 

sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan, kesenjangan dalam keterampilan yang 

dibutuhkan dan yang dimiliki, serta kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan 
teknologi dan tuntutan pekerjaan yang berkembang (Martela, 2019; Newman et al., 2022). 

Birokrasi modern juga harus mementingkan transparansi dan akuntabilitas. Tantangan dalam 

mencapai hal ini termasuk adanya kecenderungan untuk menjaga informasi di dalam birokrasi, 
resistensi terhadap pertanggungjawaban, dan kurangnya mekanisme yang efektif untuk 

memastikan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi (Abdou, 2021; Solanki, 2019). Selain 

itu, birokrasi modern juga membutuhkan perubahan regulasi dan kebijakan yang mendukung 

inovasi, kolaborasi, dan efisiensi. Tantangan dalam perubahan ini termasuk kesulitan dalam 
mengubah regulasi yang sudah ada, kepatuhan yang berlebihan terhadap aturan yang kaku, serta 

kecepatan perubahan yang lambat dalam pengembangan kebijakan (Bozeman & Youtie, 2020; 

Gofen & Lotta, 2021; van der Kamp, 2021). 
Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pemimpin 

organisasi dan pemerintah, perencanaan yang matang, keterlibatan aktif dari seluruh 

stakeholders, serta adanya upaya yang berkelanjutan dalam transformasi birokrasi menuju 
model yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap tuntutan zaman (Newman et al., 2022; 

Rifaid et al., 2023). Selain upaya yang telah disebutkan sebelumnya, komunikasi dan 

pendidikan merupakan langkah tambahan yang penting untuk mengatasi tantangan dalam 

menuju birokrasi modern. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam membangun 
pemahaman dan dukungan terhadap perubahan. Penting untuk mengkomunikasikan dengan 

jelas tentang tujuan dan manfaat dari perubahan menuju birokrasi modern kepada seluruh 

pegawai dan pemangku kepentingan. Sertakan pendidikan dan pelatihan yang memperkenalkan 
konsep birokrasi modern, menjelaskan mengapa perubahan diperlukan, dan bagaimana setiap 

individu dapat berkontribusi dalam proses tersebut. 

Dengan komunikasi yang baik, pegawai akan memiliki pemahaman yang lebih baik 

tentang alasan di balik perubahan, serta manfaat yang mereka peroleh sebagai hasilnya. Selain 
itu, pendidikan tentang prinsip-prinsip birokrasi modern dan keterampilan yang diperlukan 

dapat membantu pegawai mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi perubahan dan 

mengadopsi praktik baru. Ini dapat mencakup pelatihan dalam manajemen perubahan, 
pembaruan keterampilan teknis, dan pengenalan terhadap inovasi dalam praktek dan proses 

kerja. Melalui komunikasi yang terbuka dan pendidikan yang baik, pegawai akan merasa lebih 

terlibat dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan tersebut. Ini akan 
memfasilitasi adopsi perubahan, mengurangi resistensi, dan mendorong keterlibatan aktif dari 

seluruh pegawai dalam mencapai tujuan birokrasi modern. 

4. Kesimpulan 

Menuju birokrasi modern adalah sebuah tantangan kompleks yang memerlukan upaya 

berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perubahan budaya organisasi, 
reformasi struktural, pengembangan kompetensi, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, 

serta perubahan regulasi dan kebijakan yang mendukung inovasi. Selain itu, komunikasi yang 

efektif dan pendidikan kepada pegawai menjadi langkah penting dalam memperkenalkan 

konsep birokrasi modern, mengkomunikasikan tujuan perubahan, dan mempersiapkan pegawai 
untuk menghadapi perubahan tersebut. Dengan upaya yang kokoh dan keterlibatan aktif dari 

seluruh stakeholders, birokrasi modern dapat menjadi kenyataan, memberikan pelayanan 

publik yang lebih baik, efisien, dan responsif kepada masyarakat. 
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Rekomendasi penelitian berikutnya adalah untuk melakukan studi mendalam tentang 

implementasi strategi pengembangan yang telah disarankan dalam konteks spesifik sektor 

publik atau unit organisasi tertentu. Penelitian ini dapat melibatkan pengumpulan data melalui 

survei, observasi, atau studi kasus untuk menganalisis efektivitas strategi pengembangan yang 
telah diimplementasikan. Selain itu, penelitian dapat fokus pada pengukuran dampak dari 

perubahan tersebut terhadap kualitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, dan kinerja 

organisasi. Dengan demikian, penelitian berikutnya dapat memberikan wawasan yang lebih 
mendalam tentang langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai birokrasi 

modern yang sukses dalam konteks yang lebih spesifik dan mendukung pembuatan keputusan 

yang lebih baik dalam perbaikan dan pengembangan birokrasi publik. 
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